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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum 
hakim pada putusan homologasi dalam perkara Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang di Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dengan menganalisis 
putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Semarang serta akibat hukum 
pembentukan kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang tidak berdasar 
pada Undang-Undang Perkoperasian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
hukum  normatif  yang bersifat eksploratoris dengan pendekatan perundang-
undangan. Pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan, dengan 
mendalami bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang terkait dengan 
penelitian ini serta teknik analisis secara kualitatif terhadap pasal-pasal, kaedah-
kaedah hukum terutama dokumen yang berupa putusan pengadilan niaga.  
  Hasil penelitian bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam 
mengesahkan akta perdamaian pada Perkara Penundaan Kewajiban Utang sesuai 
dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang pasal 281, 284, 285, 286 dan 288 akan tetapi hakim 
tidak secara detail mengkaji isi daripada Akta Perdamaian, yang mana tidak 
memenuhi legal standing sebuah perjanjian karena pihak-pihak yang 
menandatangani Akta Perdamaian tersebut tidak memiliki kewenangan bertindak 
melakukan perbuatan hukum. Terdapat cacat formil karena bertentangan dengan 
pasal 1851 KUH Perdata dan tidak terpenuhinya klausa yang halal yakni 
bertentangan dengan hukum juga syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian. Putusan 
yang dilandasi oleh  perjanjian yang cacat hukum maka dengan sendirinya 
putusan tersebut dapat dilakukan pembatalan atau batal demi hukum. Akibat 
hukum pembentukan kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang tidak 
mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
berakibat  kepengurusan yang terbentuk dan disahkan dalam putusan homologasi 
adalah tidak berlaku karena kewenangan merubah kepengurusan sebuah badan 
hukum Koperasi ada pada Rapat Anggota sebagai kewenangan tertinggi. 
  Implikasi yang dapat ditimbulkan bahwa implementasi Undang-undang 
Kepailitan dan PKPU dalam badan hukum Koperasi hendaknya memperhatikan 
Undang-undang Perkoperasian sehingga tidak menimbulkan persengketaan baru. 
Perlunya peningkatan pemahaman dan kemampuan pengurus, kurator dan hakim 
niaga dalam menangani perkara kepailitan, sehingga tercapainya kepastian hukum 
dan keadilan bagi para pihak. 
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This study aims to determine the basic legal considerations the judge's 
verdict on the homologation in the case of delay of payment Obligations in the 
Cooperative Loan Intidana, by analyzing the verdict No. 10/Pdt.Sus-
PKPU/2015/PN Niaga, Semarang and the legal consequences of the formation of 
Cooperative Stewardship and loan Intidana that are not based on the Act of 
Cooperative. This research uses a kind of normative legal research that is 
eksploratoris with an approach to legislation. The collection of legal materials 
through research librarianship, with primary legal materials deepen, secondary 
and tertier associated with this research as well as qualitative analysis techniques 
against the articles, especially legal method-method of the document in the form 
of commercial court ruling. 
The results of the research of basic legal considerations that judges in 
validating an act of peace on the matter of delay Debt Obligations in accordance 
with Act No. 37 of 2004 about bankruptcy and Debt Payment Suspension article 
281, 284, 285, 286 and 288 but the judge did not examine in detail the contents of 
the Deed than the peace, which do not meet the legal standing of an agreement 
because the parties that signed the Peace Act did not have the authority to act 
doing law. The formyl because contrary to the criminal code section 1851 
KUHPerdata and does not satisfy the clause which is not forbidden i.e. contrary to 
the terms of the law legitimately a peace treaty. The verdict is based on a flawed 
legal agreement by then on its own cancellation can be made thereof or annulled 
by law. The verdict is based on a flawed legal agreement by then on its own 
cancellation can be made thereof or annulled by law. Legal consequences of the 
formation of Cooperative Stewardship and loan Intidana that do not base it on Act 
No. 25 of 1992 concerning Cooperative result management formed and ratified in 
the ruling of the homologation is not applicable because the authorities changed 
the management of a legal entity of cooperatives exist at Member meeting as the 
highest authority. 
The implications that can inflict that implementation of Bankruptcy 
legislation and the cooperative legal entities in the case of delay of payment 
Obligations should pay attention to the legislation Cooperative so as not to give 
rise to new disputes. The need for the enhancement of understanding and the 
ability of the administrators, curators and the judge handling the bankruptcy case 
shall Commerce, making the achievement of certainty of the law and justice.   
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